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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon dalam perkara ini adalah M. Fadjroel Rachman, Saut Mangatas Sinaga,
dan Victor Santoso Tandiasa, yang mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 41
ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 terhadap UUD 1945.

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguiji
konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya
disebut UU 8/2015), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.

Bahwa mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, menurut
Mahkamah hanya Pemohon | dan Pemohon Il yang tegas dinyatakan berhak bertindak untuk
dan atas nama GNCI berdasarkan Anggaran Dasar GNCI.

Bahwa Mahkamah menilai terdapat kausalitas antara berlakunya ketentuan Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian dan kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon,
sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan maka potensi kerugian dimaksud tidak akan
terjadi. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah hanya Pemohon | dan
Pemohon Il yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
a quo.



Bahwa ketentuan persentase dukungan bagi calon perseorangan dalam mekanisme
pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka
pembentuk Undang-Undang. Namun kebijakan hukum demikian tidak boleh dirumuskan
sehingga menghalangi partisipasi aktif rakyat dalam proses politik yang pada gilirannya akan
menghambat tumbuhnya demokrasi yang sehat.

Bahwa Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sekalipun memberikan kepastian
hukum namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip
persamaan di hadapan hukum. Sebab, persentase dukungan yang dipersyaratkan bagi warga
negara yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala
daerah didasarkan atas jumlah penduduk padahal tidak setiap penduduk serta-merta memiliki
hak pilih, sementara keterpilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,
sebagaimana halnya keterpilihan seseorang menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, dan
Presiden atau Wakil Presiden, bukanlah ditentukan oleh jumlah penduduk secara keseluruhan
melainkan oleh jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih (eligible voters). Sementara
untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik,
sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU 8/2015, menggunakan perolehan suara partai dalam
pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, yang artinya menggunakan ukuran
jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih.

Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai Pasal 41 ayat (1) dan
ayat (2) UU 8/2015 menghambat pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan. Sehingga agar terdapat kepastian hukum yang adil sekaligus memenuhi
prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak menghalangi hak untuk memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Mahkamah berpendapat bahwa basis
perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak
mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menggunakan
jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang dalam hal ini direpresentasikan dalam
daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan. Daftar calon pemilih
tetap dalam hal ini adalah daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya.

Bahwa Mahkamah berpendapat Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015
inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak diartikan bahwa
dasar perhitungan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri
sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota, Wakil Walikota) adalah mengacu pada daftar calon pemilih tetap pada
Pemilihan Umum sebelumnya. Mengingat tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah telah
berjalan, sementara putusan Mahkamabh tidak berlaku surut (non-retroactive), maka putusan
ini berlaku untuk pemilihan kepala daerah serentak setelah pemilihan kepala daerah serentak
Tahun 2015.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian; menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon
perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana
dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum
sebelumnya; menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
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bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak
mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah
penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih
tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya; menyatakan Pasal 41
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak
mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih
sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada
Pemilihan Umum sebelumnya; menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan
yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai
hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan
pada Pemilihan Umum sebelumnya; memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; menolak permohonan para Pemohon
untuk selain dan selebihnya.



